PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS CATATAN SIPIL DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelavanan
kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan
asll daerah serta guna menunjang kelancaran
tugas~tugas pemerintahan di bidang catatan
sipil, perlu menata organisasi Kantor Catatan
8ipil dari Perangkat Wilayah menjadi Perangkat
Daerah berbentuk Dinas Daerah ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam
huruf a Konsideran ini serta guna menunjang
pelaksanaan titik berat otonomi daerah di
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang
perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan
Tatakerja Dinas Catatan Sipill Kotamadya Daerah
Tingkat 1I Surabaya dengan suatu Peraturan
Daerah.

Nengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 MNowmor 25 tentang
Pencatatan Sipil Golongan Eropa;

2. Staatsblad Tahun 1$17 Nomor 130 juncto
Staatsblad Tahun 19219 HNomor 81 tentang
Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;

3. Staatsblad Tahun 1920 HNomor 751 juncto
Staatsblad Tahun 1927 HNomor 564 tentang
Pencatatan $ipil bagi Orang Indonesia;

4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jjuncto
Staatsblad Tahun 19236 Nomor 607 tentang
Pencatatan $ipil bagi Golongan Indonesia Jawa,
Madura dan Minahasa;

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyskarta, vang telah diubah
dengan Undang~undang Nomor 2 Tahun 19653

6. Staatsblad Tahun 1858 Nomor 158 tentang
Pencatatan Perkawinan Campuran;



|

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Parkawinan;

3, Undang-undang Nomor % Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang—-undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan:

11l. Peraturan Femerintabh Nomor 10 Tahun 1283
tentang Izin Perkawinan dan Perceralan bagil
Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan
Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

13. Instruksl Presidium Kabinet tanggal 27 Desember
1966 Homor Z31L/UIN/ LR /1966 tentang
Penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia
berdasarkan Pasal 131 dan 136 I § pada Kantor
Catatan Sipil di seluruh Indonesia;

14. Keputusan HMenteril Dalam MNegeri Nomor 3% Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

15, Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 84 Tahun
1993 teantang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasl Pemerintah Daserah
dan Wilayah;

17. Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 178 Tahun
1992¢  tentany Percontohan Qtonomi Oaerah pada
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11 ;

18. Peraturan Daerah Kotamadyva Daerah Tingkat 11X
Surabaya HMomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabava.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kotamadya
paerah Tingkat 11 Surabaya.

MEMUTUSKAN

nenetapkan : PERATURAM  DAERAH  KOTAMADYA  DAERAH  TITHGKAT 11
SURABAYA TEHTAGNG  PEMBENTUKAN, UORGANISASI Dk
TATAKERJIA DINAS CATATAN S1PIL  DAERAH  KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud

dengan :

a.

b.

€.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabayva ;

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikota-
madya Kepala Oserah Tingkat Il Surabaya ;

Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya

Dinas Catatan Sipil Daerah adalah Dinas Catatan
Sipil Daerabh Kotamadya Qaerah Tingkat 1
Surabaya

Kepala Oinas adalah Kepala Dinas Catatan Sipil
Daerah

Akta Perkawinan adalah pencatatan peristiwa
perkawinan, ikatan lahir batin antara seseorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;

Akta Kelahiran adslah pencatatan peristiwa
kelahiran seseorang anak

Akta Perceraian adalah pehcatatan peristiwa
putusan perkawinan

fAkts Pengakuan adalah pencatatan peristiwa
pengakuan anak-anak diluar kawin

Akta Pengesahan Anak aclalah pencatatan
peristiwa pengakuan anak—analk luar kawin dalam
perkawinan ;
Akta Kematian adalah pencatatan peristiva
kematian seseorang.
BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Catatan $ipil Daerah adalah merupakan

unsur  pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
catatan sipil



(2) Uinas Catatan $ipil Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yvang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikotamadya Kepala Daerah;

(%) Dinas Catatan 3Sipil Daerah dalam melaksanakan
tugas berada di bawah koordinasi administratip
Saekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal x

(1) Dinag Catatan Sipll Daerah mempunyail tugas
menvelenggarakan urusan rumabh  tanguga Daerah
dalam bildang catatan sipil dan melaksanakan
tUugas pembantuan Yang diberikan oleh
Pemerintah dan stau Pemerintah Propinsi Daerabh
Tingkat I Jawa Timur 3

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} pasal ini adalah :

#. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta
Kelahiran ;

. Pencatatan dan pernerbitan Kubtipan Akta
Perkawinan ;

c. Pencatatan dan penerbitan kutipan AkLa
Perceraian ;

d. Pencatatan dan penerbitan  Kutipan AKta
Pengakuan fAnak dan akta Pengesahan Anak g

2. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta

Kematian;
f. Panvimpanan dan pemal lharaan Akta
Kelahiran, ATl Farhawinan, Akta

Perceraian, aAkta Pengakuan Anak dan  Akta
Pengesahan Anak, serta aAkta Kematian

. Melakukan kKeglatan penyuluhan catatan
sipil

h. Melakukan urusan tata usahsa.

Pasal 4

Untuk menvelenggarakan htugas tersebut dalam
pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Catatan Sipil
Caerah mempunyai fungsi o

a. pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Kutipan
Akta Kelahiran
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(1)

(2)

pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Kutbipan
akta Perkawinan g

pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Kutipan
Akta Perceraian ;

pelaksanaan pencatatan dan penerbitan RKutipan
Akta Pengakuan aAnak dan Akta Pengesahan anak

pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Kutipan
Akta Kematian

pelakgsanaan penyimpanan dan pemeliharaan Akta
kKelahiran, akta Perkawinan, #Akta Perceraian,
Aakta Pengakuan #Anak dan akta Pengesahan Anak
dan Akta Kematian ;

pelaksanaan kegiatan penvuluhan Catatan Sipil ;

pelaksanaan urusan tata usaha.

A B III
ANISASI
Pasal S5
Susunan Organisasi Dinas Catatan Sipil Dasrah
terdiri dari

a. Kepala Dinas ;

I». Sub Bagian Tata Usaha
~ Urusan Surat tenyurat ;
~ Urusan Keuangan
~ Urdusan Umum ;

c. Seksi Pelavanan ;
-~ Sub Seksi Kelahiran ;
- Sub Seksi Perkawinan dan Perceralan ;
- Sub Seksi Kematian, Pengakuan dan
Pengesahan Anak.

d. Seksi Data dan Pelaporan.
- Bub Seksi Penyvimpanan 3
-~ Sub Seksi Perubahan ;
-~ Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi.

a. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Catatan pil

31
Daerah adalabh sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Daerah ini.
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Bagian Partama
Kepala Dinas

Pasal 6
Kepala Dinas mempunyvai tugsas

a. memimpin dan melaksanakan ketentuan
sebagimana Jdi maksud dalam pasal 3 dan 4
Paraturan Daerah ini ;

b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan perangkat staf dan pelaksana Cinas
Catatan 3ipil Daerah.

Kepala Olnas dalam melaksanakan tugas berada
a1 bawah dan  bertanggung jawab kepada
Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Subs Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan kKepegawaian, Keuangan, surat
menyurat, hubungan masyarakat dan protokol,
penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum
sarta pembuatan laporan kerja Dinas

Sulr Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian vyang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan  bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal

7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata

Usaha mempunyal fungsi

a. pengelolaan urusan keuangan ;

b. pengelolaan urusan surat menyurat, kKepegawaian,
kearsipan, peaerpustakaan, perlengkapan dan rumah
tangga

¢. palaksanaan tugas-tugas laln yvang dibecikan
aoleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Urusan Surat Menyurat mempunyali tugas

melakukan surat menyurat, kearsipan,

ekspedisi, penggadaan dan pengetikan



(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun
rencana anggaran, melakukan pengelolaan
administrasi keuangan dan mamberikan

bimbingan teknis administrasi keuangan ;

(33 Urusan Umum mempunyal tugas melakukan urusan
kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas
serta memelihara barang~barang inventaris

(4) setiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan vang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan

Pasal 10

(1) Seksi Pelayvanan mempunyal tugas melakukan
pencatatan Sipil bagi Warga Megara Indonesia
dan Wardga Negara fAsing

(2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yvang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan  bertanggungiawab Kepada Kaepala
Dinas.

Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal
10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Saks i

Pelayanan mempunyal fungsi

a. pencatatan dan panerbitan Kutipan akta
Kelahiran ;

Ir. pencatatan dan panerbitan kRutipan Aakta
Perkawinan ;
. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta

Perceraian

2z

Jd. pencatatan Jan penarbitan Kutipan fkta
Pengakuan aAnak dan akta Pengesahan Anak

LR

e. pancatatan dan penarbitan Kutipan Akta
Kematian

f. penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran,
kematian, perkawinan/perceraian yvang terlambat
pelaporannya.



Pasal 12
{1} Sub Seksi kelahiran mempunyal tugas
mempersiapkan pencatatan dan penerbitan akta
Kelahiran biasa dan Yang terlambat

pelaporannva

{2) sub Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyail
tugas mempersiapkan pencatatan dan penerbitan
Akta Perkawinan dan akta Perceraian biasa dan
vang terlambat pelaporannya

{3) Sub Seksi Kematian, Pengakuan dan Pangesahan
Anak mempunyal tugas mempersiapkan  pencastatan
dan  penerbitan akta Kematian blasa dan vyvang
terlambat pelaporannya serta aAkta Pangakuan
finak dan akta Pengesahan Anak

(4) setiap Sub Sehksi dipimpin oleh seorang Kepala
3ulb Seksi vang Jdalam melaksanakan tugas berada
di  bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala
Seksi Pelavanan.

Bagian Keempat
Seksi Data dan Laporan

Pasal 13

{1} Seksi Date dan  Laporan mempunyai tugas
menyimpan dan memalihara dokumen catatan sipil
dan melaksanakan  pangiviman register akta
catatan sipil ke Pengadilan Hegeri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serita merencanakan dan menyelsnggara-
kan kegiatan penvuluhan dan avaluasi
palaksanaan saluruh Kegiatan Dinas Catatan
Sipil Daeran g

(2) Seksi Data dan Laporan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tLugas
berada i bawah Jdan bertanggungiawab kepada
Kepala Dinasg.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal
1%  ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Data dan
Laporan mempunyal fungsi

a. pangumpulan data, pelaksansan analisis  data,
penyusunan  rencana dan program, laporan sarta
statistik catatan sipil ;
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h.

(1

(2)

panyusunan dan pemel iharaan register Akta
Catatan Sipil 3

o

pelaksanaan pengiriman register catatan =
ke Pengadilan Hegeri

T
t
o

pelayvanan masvarakat vang memerlukan salinan
Akta

pelaksanaan pencatatan atas perubshan-perubahan
(perubahan dan pembetulan nama, perubahan
status, perubahan Karena peraturan perundang-
undangan)

pemberian bantuan kKepada masyvarakat dalam
paenvelesalan masalah Catatan Sipil ;

penyusunan rencana dan  palaksanan  kegliatan
panyuluhan Ceatatan Sipil

pelaksanaan evaluasi «<dan  penyusunan laporan
atas pelaksanaan seluruh Kegiatan Catatan Sipil

Pasal 15
Sub Sakzi Panyimpanan mempunyail tugas
meliputi :
d. MenYusun dan  memelibara register Akta

Catatan Sipil;

1 Ke

fum

b. mengirim register Cacatan Sip
Pengadilan Hegeri

c. melavanl wmasyvarakat yvang memerlukan salinan
akta

d. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Soksi Data dan Laporan.

Bub 3eksi Perubahan mempunyal tugas @

a. melakukan pancatatan atas perubahan—
parubahan (perubahan dan pembestulan nama,
perubahan atatus dan  perubahan kar ena

perundang-undangan) 3

. memberikan bantuan kepada masvarakat dalam
penyvelesaian masalah Catatan Sipil

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Sekai Data dan Laporan.
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(%) sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi mempunyai
tugas =

a. wempersiapkan rencana penvelanggaraan
kegiatan penyuluhan ;

. melaksanakan evaluasi dan menyusun dJdata
laporan pelaksanaan seluruh kegiatan Uinas
Catatan Sipil ;

G, mengunpulkan dan menganalisis data/
statistik catatan sipil ;

d. melaksanakan tugas lain vang diberikan olen
Kepala Seksi Data dan Laporan,

(4) Setiap sSub Seksi dipimpin oleh ssorang Kepala
Sub Seksi yvang dalam melaksanakan tugas berada
i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksl Data dan Laporan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas
melaksanakan sebagisan tugas Dinas Catatan Sipil
Daerah sesual bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Jdalam
pasal 16 Peraturan Daerah ini, terdiri dari
Sejumian Lenaga <alam Jenjang Jabatan
Fungsional Yang terbagi dalam barbagai
kelompok sesual dengan bidang keahliannya :

{(2) Jumlah Tenaga Fungsional tersebut dalam ayat
(1) pasal ini, ditentukan berdasarkan
kaebutuhan dan beban kerja ;

{3) Pembinaan teihadap tenaga Fungsional dJdilakukan
sesual  dengan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

BAB v
TATA KERJA
Pasal 18
(1) Kepala UDinas dalam melaksanakan tugasnya

berdasarkan kebiljaksanaan yang ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah
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(2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkungan Dinas Catatan Sipil Daerah maupun
dengan instansi-instansi laln di luar dinas

(3) Kepala UDinas berkewajiban memberikan petunjuk,
membina, membimbing dan mengawasi peskerjaan
unsur-unsur pembantu pelaksana dan  penunjang
vang berada dalam linghkungan dinasnya ;

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,

Kepala Urusan dan Kepala Sub Hsehksi
berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
hoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi sesual dengan bidang tugasnya
masing-masing

(5) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Kepala Seksi, Kepals Urusan dan Kepala Sub
Swksi masing-masing bertanggung Jjawab
memberikan bimbingan atau pembinaan kepada
bawahannva serta melaporkan hasil-hasil
pelaksanaan tugasnya menurut Jenjang
jabatannva wasing-masing

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat
parsetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur

{(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala
Urusan, dan Repala Sub Seksi  diangkat dan
diberhentikan oleh Walikolamadva Kepala Daerah
atas wusul dari Kepala UDlnas

(3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap;

(4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan
tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala
Sub Bagilan Tata Usaha atau salah satu  dari
Kepala 3eksi untuk mewakilinya.

BAB Vil
KEPEGAWATIAN

Pasal 20

Jenjany jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian Dinas Catatan Sipll Oaserah diatur
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan vyang
berlaku.
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B AB VIII
KEUANGAN

Pasal 21

Kauangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas
Catatan Sipil Daerah disediakan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau
bantuan dari{ Pemaerintah Tingkat Atasan dan Lembaga
tain di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh
secara sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
Dengan ber lakunya Peraturan Daerah int :

a. Keputusan Waliotamadya Kepala Dserah Tingkat II
Surabaya Nomor 455 Tahun 1985 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi ;

b. Tugas dan fungsi Kantor Catatan Sipil Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat 11 Surabaya Nomor 455 Tahun 1985
baeralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Catatan
Sipil Daerah Kotamadya Dasrah Tingkat 11
Surabaya yang dibentuk berdaszarkan Peraturan
Daarah ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini, mulai beriaku pada
tanggal diundangkan.

Agar supays setiap crang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Dasrah ini
dengan penempatannya dalam Ltembaran Daerah
Kotamadya Daserah Tingkat II Surabays.

Ditetapkan di : S UR A B A Y A
Pada tanggal @ 25 Pebruari 19897

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH &Q;QKOTAMADYA KEPALA DAERAH




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS CATATAN SIPIL DAERAOh
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam ranga meningkatkan kelancaran penvelenggaraan
pelavanan di bidang catatan sipil secara berdayaguna dan
berhasilguna sarta paningkatan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi/dinas terkait
perlu dibentuk Dinas Catetan 3i{pil Daerah.

Dinas Catatan Sipil Daerah tersebut merupakan unsur
pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung Jjawab
kepada WaliKkotamadys Kepala Daerah Tingkat I1 Surabava dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang pelayanan catatan sipil.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah inl, diharapkan
penyelenhggaraan kegiatan pemerintahan Jdan pelaksanaan
pelayanan di bidang pencatatan sipil dilingkungan Pemerintah
Daerah dapat semakin lancar, dengan Jdemiklan semakin menunjang
penyslenggaraan titik berat Otonomi Daerah pada Oaerah Tingkat
II.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3¢ : Cukup jelas.

HRKRE OOO00  # KKK



BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
DINAS CATATAN SIPIL DAERAN
KOTANADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

KEPALA DIHAS

LAMPIRAK  PERATURAN DAERAH ROTAMADYA
DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
NOROR  : 33 Tahun 1897
TANGGAL : 25 Pebruarai 1997

i {
KELOMPOR JABATAN SUB BAGIAN
FUNGS IONAL TATA USAHA
{ {
URUSAN URUSAN URUSAK
SURAT MENYURAT KEUANGAN bNUN
1 i
SERSI SERSI
PELAYARAR DATA DAN
LAPORAN
SUB SEXSI S4B SEKSI
I~ KELAHIRAN < PERY IUPANAY
SuB SEKB] U8 SEXSI
-1 PERKAWINAN L t—  PERUBAHAN
PERCERAIAN
SuB SEKSI SUB SEXSI
L{  KEMATIAN L  PENYULUHAR
PENGAKUAN DAR DAK
PENGESAHAN EVALUASI
ARAK i

: DE'AI PERYAKILAN RAKYAT DAERAH

P IAL!KOTAHABYA KEPALA DAERAH
1 w\ TINGKAT 11 SURABAYA
Ot 2




